
 

  

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.19, 2017 ADMINISTRASI. Nasional. SDA. Dewan.  

 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2017 

TENTANG 

DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa untuk menjamin kelangsungan hidup yang 

harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkelanjutan; 

b. bahwa untuk menjamin pengelolaan sumber daya air 

yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah 

melakukan koordinasi antarpemangku kepentingan baik 

antarkementerian/lembaga maupun unsur 

nonpemerintah, perlu membentuk Dewan Sumber Daya 

Air Nasional;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air 

Nasional; 

 

Mengingat :  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya 

disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi 

pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. 

2. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah atau 

tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai 

tujuan pengelolaan sumber daya air. 

3. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya 

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 

mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya 

air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian 

daya rusak air.  

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air. 
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7. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi 

dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di provinsi. 

 

Pasal 2 

(1) Koordinasi para pemangku kepentingan dalam bidang 

sumber daya air dilakukan untuk memaduserasikan 

berbagai kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan 

tingkat wilayah sungai. 

(3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air 

pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air 

pada tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber 

daya air pada tingkat wilayah sungai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Koordinasi 

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 3 

(1) Untuk melaksanakan koordinasi Pengelolaan Sumber 

Daya Air pada tingkat nasional dibentuk Dewan SDA 

Nasional. 

(2) Dewan SDA Nasional merupakan lembaga non struktural 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

(3) Dewan SDA Nasional berkedudukan di Ibukota Negara 

Republik Indonesia. 
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Pasal 4 

(1) Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 mempunyai tugas memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan 

kebijakan nasional di bidang Pengelolaan Sumber Daya 

Air serta mengoordinasikan penetapan dan pelaksanaan 

kebijakan nasional Pengelolaan Sumber Daya Air 

antarpemangku kepentingan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi:  

a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden 

dalam penetapan kebijakan nasional dan 

penanganan isu strategis antarpemangku 

kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air; 

b. koordinasi dan sinkronisasi penetapan dan 

pelaksanaan kebijakan nasional di bidang 

Pengelolaan Sumber Daya Air antarpemangku 

kepentingan; dan 

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan nasional Pengelolaan Sumber Daya Air 

antarpemangku kepentingan.  

 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI  

 

Pasal 5 

(1) Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas: 

a. Ketua; 

b. Wakil Ketua; 

c. Ketua Harian;  

d. Anggota; dan 

e. Sekretaris. 

(2) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c 

merangkap sebagai anggota. 

(3) Ketua Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, dijabat oleh menteri yang mempunyai 
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tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian urusan Kementerian dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.  

(4) Wakil Ketua Dewan SDA Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh menteri 

yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

kemaritiman.  

(5) Ketua Harian Dewan SDA Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Menteri. 

(6) Sekretaris Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e secara ex officio dijabat oleh 

direktur jenderal yang menangani tugas dan fungsi di 

bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.  

 

Pasal 6 

(1) Anggota Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berasal dari unsur 

Pemerintah Pusat dan perwakilan Pemerintah Daerah 

serta unsur nonpemerintah, dalam jumlah yang 

seimbang atas dasar prinsip keterwakilan dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air. 

(2) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur Pemerintah 

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

b. Menteri Dalam Negeri; 

c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

d. Menteri Pertanian; 

e. Menteri Kesehatan; 

f. Menteri Perhubungan; 

g. Menteri Perindustrian; 

h. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 

i. Menteri Kelautan dan Perikanan 

j. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 

k. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
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